
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 34 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA MENJADI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIA I HAJI ZAINAL MUSTHA 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati 
Nomor 34 Tahun 2022 ten tang Pembentukan , Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja u mah Sakit 
Umum Daerah Singaparna Medika Citrau tama, m netapkan 
nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Um u m Daerah 
Singaparna Medika Citrau tama; 

b. bahwa sebagai wujud penghargaan Pemerintah Daer kepada 
Kiai Haji Zainal Mu sthafa sebagai tokoh Pahla an Nasional 
atas jasa dan perjuangannya yang telah memberi inspirasi 
bagi s gena p masyarakat Ka bupaten Tasikmal ya serta 
sebagai perwuju dan rasa horm a t kepada alim lama, maka 
perlu mengabadikan n amanya menjadi n ama u mah Sakit 
Um um Daerah; 

c. bahwa b rda sarkan Peratu ran Menteri Keseh tan Nomor 14 
Tahun 2021 tenta n g Standar Kegiatan Usaha dan Produk 
pada Peny lenggara an Per 'zinan Berusaha Berbasis Risiko 
Sektor K sehatan sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahu n 2022 ten tang 
Perubahan a tas Peratu ran Menteri Kesehatan Nomor 14 
Tahun 2021 tentan g Standar Kegiatan Usaha dan Produk 
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Sektor Kesehatan diatu r pemberian nama Rumah Sakit harus 
memperhatikan n ilai dan norma agama, sosial budaya dan 
etika; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati ten tang Perubahan Nama Rumah Sakit 
Umum Daerah Singaparna Medika Citrau tama menjadi Rumah 
Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musth afa; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50 ten tang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupa ten Dalam Lingk ungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un dang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
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Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan U saha dan Prod uk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 3); 

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 119); 



Menetapkan 

3 

10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 16). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN NAMA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDlKA CITRAUTAMA 
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI ZAINAL 
MUSTHAFA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah 

adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa selanjutnya disingkat 

RSUD KHZ. MUSTHAFA adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB II 
PERUBAHAN NAMA 

Pasal2 

(1) Nama Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama diubah 
menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat ditulis RSUD KHZ. MUSTHAFA. 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal3 

(1) Penyesuaian administratif atas perubahan nama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lama sampai dengan tanggal 31 
Desember 2025 terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

(2) Selama proses perubahan nama RSUD Singaparna Medika Citrautama 
menjadi RSUD KHZ. MUSTHAFA belum selesai: 
a. RSUD Singaparna Medika Citrautama tetap beroperasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai RSUD Singaparna Medika 

Citrautama tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan proses 
perizinan rumah sakit telah selesai ditempuh; 
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c. Seluruh dan/ a tau segal a tindakan dan perbuatan yang berakibat hukum 
yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dengan mengatasnamal<:an 
Direktur RSUD Singaparna Medika Citrautama selama jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pad a saat perubahan nama RSUD Singaparna Medika Citrautama menjadi 
RSUD KHZ. MUSTHAF A telah selesai, maka: 
a. seluruh aset, hak, dan kewajiban RSUD Singaparna Medika Citrautama 

beralih menjadi aset, hak, dan kewajiban RSUD KHZ. MUSTHAFA; 
b. Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum pe bahan nama tetap 

melak anakan tugasnya sampai dengan be akhirnya m a s jabatan; dan 
c. Direktu r dan Pegawai RSUD Singaparna Medika Citrautama beralih 

m enjadi pegawai RSUD KHZ. MUSTHAFA. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P raturan 
Bupati i i denga penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ta ik alaya. 

Diundang an i Singa parna 
padatanggal 

KABUPATEN 

H.M 

Ditetapkan di Sing p na 
~ pada tanggal 22 Juli 2 24 

BUPA T I A A, 

IANT 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMO R 34 


